LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3§ TAHUN 2003 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

LEMBARAN DAERAH PO LSS 00

KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
NOMOR : 38 TAHUN 2003 SERI : E PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
. i BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA
SRR A A R R TN BANFUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
NOMOR 14 TAHUN 2003 BUPATI BANYUMAS,
Menimbang ¢ a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemeringh
TENTANG Nomor 76 Tabun 200! tentang Pedoman Umum
Peugaturun Mengenai desa, maka Peraturan Deersh
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Rabupaten mengenal Desa harus disesuaikan;
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA b, balhwa sehublinpan dengan hal tersebiut diateh, periu

‘ mengubah Peraturan Dazrah Nomor 10 Tahun 2000
tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa, dengan
Peraturan Dacrah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tabun 1950 lentang
Pembentukan Daerah-dacrah Eabupaten Dalam

lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

1



2. Untlang-umiang Nomoeir 22 Tabun 1999 entang Pasal [
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Tabun

RPN T Tea s CRoann, S A. Pasal$ diubah, schingga sclengkapnya berbunyisebagai berikut
MNomor 3839);

3. Peraturan Pemeriniah Nomor 76 Tahun 200! el 3
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai t
Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, (1) Pengawasan terhadap pengelolean sumber pendepatan desa
Tembahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor sebagamzna dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan oleh
1445) - Badan Perwakilan Desa dan Badan Pengawas Dzerah Kabupaten

Banyumas.

4_ Peraturgn Dacrah Kabupaten Henyumis Nomor 10
Tehun 2000 tentang Sumher-sumber Pendapatan | (2) Fengawasan olch DBadan Pengawas Daerah  (Bawasda)
Deen (Lembaran Daersh Kabupaten Banyumas ssbagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan atas

Tabun 2000 Nomor 11 Sed D). perintah Bupati setelah menerima permintan darl BPD aay

Eepala Dest melalui Camat,

Dengan Persetujuan
KABUPATEN BANYUMAS { disampaikan kepada BPD den atau Pemermiah Desa, uniuk
| ditindakianjut! sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-
MEMUTUSKAN : undangan yang berlaku
Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG PERIBAHAN B Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (sam) avat, yait
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ) ayat (1a). yang selengkaprya berbunyi schagai berikut:
BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG -
SUMEBER-SUMBER PENDAPATAN DFESA. r *Pasal 16"

{la) Pendirian Badan Ussha Milik Desa schagaimana dimaksud
dUskarn ayat (1) ditetaplan dengan Peramuran Deea.



Pasal 11

Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tangeal diundanglean

Agar supava setiap orang dapat mengetahuinyz memerintahkan
pengundangan Peraturan Dacrah i dengan penempatanmya  dalam
Lembaran Dacrah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Nopember 2003
BUPATI BANYUMAS
td
ARIS SETIONG

Diundangkan di Purwokerio
Padamngga! 21 Nopember 2003

SFERETARIS DAFRAH KAEBTIPATEN BANYUMAS
Prelakxana Tugas,
nd.
IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMDARAN DAERAI KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 28 SER|
L

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABIUPATEN BANYLUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PERUIBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KARBITPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA
PENJELASANUMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemernitalh Nomor 76
Tahun 2000 wentang Pedoman Unwm Pengaturan Mengenal Desa,
diszshutkan bahwa "Peratnran Daerah mengenai Desa diadakan
penvesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah . "

Bahwz salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Bamyumeas
yang mengatur mengenai Desa yang perlu dindakan penyesuaian atau
penvempurnean dengan Peraturan Pemerintah Nomer 76 Iahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomeor 10 Tahun 2000
tentang Sumber Pendapatan Desa.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaien Banyumas Nomor : 14
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Perawran Dgerah Kabupaen
Banyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa
merupakan penyesuaimn dan penyempurniaan yang disesuaikan dengan
Peraturam Pemerntzh nomor 76 Thhun 2000 tentang Pedoman Umum
Penpaturan Mengenai Desa.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal |
A. Pasal5 : Cukup Jelas.

B. Pasal 16 . Cukup Jelas.



